Manajemen Pengelolaan Keuangan Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari’ah by Azmi Agustiar, 121209376
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pesantren Modern Darul Ulum Banda 
Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari’ah 
 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diajukan Oleh: 
 
 
 
AZMI AGUSTIAR 
NIM. 121209376 
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah 
 
 
 
 
 
Fakultas Syari’ah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Darussalam - Banda Aceh 
1439 H/2018 M 
 
 
 
vii 
 
TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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       Tanda        Nama       Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
             Tanda dan 
           Huruf 
Nama 
Gabungan 
      Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
  َو  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa   لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
        Harkat dan 
            Huruf 
       Nama 
       Huruf dan 
tanda 
  َي/ا  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā 
  َي        Kasrah dan ya Ī 
  َي  Dammah dan waw Ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
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4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلااةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
۟ةرونملاةنيدملا : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
       al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط  : ṭalḥah 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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ABSTRAK 
 Pengelolaan dan pengawasan merupakan bagian terpenting dalam 
manajemen keuangan. Setiap dana yanag diperoleh harus dengan cara yang baik, 
tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan prinsip utama 
dalam ajaran Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pengelolaan 
keuangan negara adalah balance badged yang menyebabkan jarang terjadinya 
defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Tujuan akhirnya adalah 
kemaslahatan ummat. Pengelolaan dan pengawasan keuangan di Pesantren 
Modern Darul Ulum diasumsikan tertutup dan kurang efisien. Pengawasan 
keuangan dilakukan terbatas oleh orang tertentu saja dan tidak dapat diakses oleh 
semua pegawai lainnya. Penelitian ini berusaha menjawab tentang sistem 
pengelolaan, ppengawasan keuangan di Pesantren Modern Darul Ulum dan 
analisisnya menurut perspektif manajemen keuangan syari’ah. Penelitian ini 
bersifat kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang 
dilaksanakan pada Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data 
dilakukan melalui deduktif dan indukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem pengelolaan keuangan dilakuakn melalui proses yang sistematis, dimulai 
dengan penyusunan, RAPBM. Penerimaan dan pengeluaran dana pesantren. 
Sistem pengawasan keuangan yang dilakukan melalui evaluasi dan pertanggung 
jawaban. Evaluasi dilakukan dalam tiga bagian: pertama: dana BOS sebelum 
dilaporkan kepada pemerintah, kedua: dana yang berasal dari donatur pelaksanaan 
evaluasinya adalah 1 tahun sekal, ketiga:dana penunjang BSM tanpa ada evaluasi 
karena dana tersebut lansung dilaporkan ketika dana cair. Pengelolaan dana 
Pesantren Modern Darul Ulum ini sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip 
keuangan syari’ah, baik dari sisi penerimaan dan penggunaannya. Penerimaannya 
bersumber dari yang hala, tidak bertentangan dengan hukum Islam, begitu juga 
dengan penggunaanya pada kegiatan-kegiatan yang dianjurkan Agama bukanpada 
kegiatan yang haram. Pesantren Modern Darul Ulum tidak mencampur adukkan 
antar beasiswa anak yatim dengan biaya lainnya. Biaya anak yatim lansung 
disalurkan untuk siswa bersangkutan sehingga tidak bertentangan dengan konsep 
menjaga harta anak yatim.  
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pesantren Modern Darul Ulum (Ma’hadu Daarul Ulum al-Ashry) adalah 
Pesantren yang mengkalaborasikan pendidikan ilmu pengetahuan agama Islam 
dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum. Didirikan pada tahun 1990 dan tepat 
pada tanggal 1 Juni 2015 akan genap usianya 25 tahun.  
Darul Ulum merupakan Pesantren di bawah naungan Yayasan 
Pembangunan Umat Islam, berdiri di atas tanah milik yayasan seluas ± 48.938 m² 
yang beralamat di Jalan Syiah Kuala nomor 5 Gampong Keuramat Kecamatan 
Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Lokasi ini menempatkan Pesantren 
Modern Darul Ulum berada di tengah-tengah kota Banda Aceh dan hanya berjarak 
± 2 km dari Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.  
Pesantren atau dayah (dalam bahasa Aceh) merupakan lembaga 
pendidikan Islam yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam komunitas 
masyarakat muslim dan keberadaannya telah mengangkat pendidikan masyarakat 
untuk lebih memahami ajaran-ajaran Islam, di mana pada masa perang kolonia 
Belanda, Pesantren dijadikan sebagai tempat berjihad untuk membela Agama 
Allah.1Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren lahir seiring dengan perkembangan 
ajaran agama Islam yang sangat pesat di Indonesia pada umumnya dan Aceh pada 
khususnya. 
                                                             
1A. Hasjmy, Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah. Sinar Darussalam , 
Banda Aceh, Yayasan Pembina Darussalam, 1987, hlm.7. 
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Pesantren yang saat berdirinya hanya memiliki 14 orang santri ini, pada 
awalnya hanya membuka satu jenjang pendidikan formal yaitu Madrasah 
Tsanawiyah.Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun pelajaran 1993/1994, 
barulah di buka jenjang menengah atas (Madrasah Aliyah). Dengan bergabungnya 
SMP Islam di bawah naungan Pesantren pada tahun pelajaran 2000/2001 
(sebelumnya berdiri sendiri), maka hingga saat ini Pesantren Modern Darul Ulum 
memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal yang melaksanakan kurikulum 
nasional, yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, SMP Islam Darul Ulum, dan 
Madrasah Aliyah Darul Ulum, dengan total keseluruhan santri hingga saat ini 
sebanyak ± 905 orang.2 
Kedua jenjang pendidikan tingkat wustha (menengah pertama), tidak 
membedakan kurikulum yang diterapkan di dalamnya. Di samping kurikulum 
nasional yang telah memiliki standar di seluruh tanah air, bagi mereka juga akan 
mendapatkan pendidikan Islam dengan kurikulum yang sama di antara keduanya. 
Perbedaannya hanya pada ijazah yang mereka peroleh pada akhir pembelajaran. 
Santri pada Madrasah Tsanawiyah akan mendapatkan Syahadah (Ijazah) dari 
Kementerian Agama, sedangkan SMP Islam dari Kementerian Pendidikan 
Nasional. Perpaduan kurikulum pendidikan ini menjadikan Pesantren Modern 
Darul Ulum sebagai lembaga pendidikan alternatif dan diharapkan akan 
menciptakan generasi Islam masa depan yang tidak hanya luas pemahamannya 
tentang pengetahuan umum, namun juga menjadikan mereka memahami Islam 
sebagai penuntun kehidupan di dunia dan akhirat.  
                                                             
2Arsip Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh Tahun 2010, diakses pada 22 Juli 2016. 
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Selama ini lebih dari 12 abad pesantren menjadi lembaga pendidikan yang 
tertua di sebagian besar wilayah Indonesia.Pesantren adalah lembaga penegak 
agama (iqamatuddin).Sebagai subsistem pendidikan masyarakat, pesantren harus 
dikelola secara terencana agar mampu menciptakan santri yang memiliki kualitas 
keimanan, ketaqwaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
memelihara dan mempertahankan eksistensinya di masyarakat.Oleh karena itu, 
peranan lembaga pesantren ditingkatkan melalui penguasaan pengetahuan dan 
kemampuan menejerial kependidkan guna mencapai efektivitas lembaga 
pesantren. 
Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan yang semakin 
mengglobal, pesantren belum menunjukkan kemajuan yang signifikat, hal ini 
disebabkan lingkungan strategis pesantren masih menghadirkan berbagai 
tantangan mulai dari pengelolaannya, kurikulum yang diberlakukan serta fasilitas 
yang dimiliki masih sangat terbatas. 
Dinamika lingkungan eksternal tersebut menjadi variabel penting yang 
dipertimbangkan dalam menyesuaikan paradigma pendidikan pesantren yang 
sesuai dengan jantung hati masyarakat.Kemampuan para pengelola pesantren 
dalam melakukan inovasi, menjadi syarat bagi upaya mengarahkan perubahan 
lembaga pesantren. Dengan kata lain, semua perubahan dalam lingkungan 
pesantren perlu direspon secara proaktif. Jika lembaga pesantren yang dikelola 
ingin berkembang baik, tentu pengelola lembaga pesantren tersebut tidak cukup 
lagi hanya bersikap adaptif.Manajemen pendidikan perlu diubah dari berpusat 
pada tradisional, menuju fokus kepada kebutuhan kebutuhan santri dalam tataran 
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pendidikan berbasis masyarakat untuk mencapai mutu lulusan yang diharapkan 
secara berkelanjutan.Dalam hal ini Muhaimin menjelaskan bahwa semua lembaga 
pesantren tidak bisa dikelola dengan asal jadi atau serampangan. Sama halnya jika 
lembaga-lembaga pendidkan pesantren hanya dikelola dengan cara rutinitas saja. 
Akan tetapi untuk menuju pesantren yang berhasil atau efektif diperlukan 
pimpinan pesantren yang mampu memunculkan terobosan-terobosan baru guna 
mengoptimalkan sumber daya pesantren yang dimiliki dengan dukungan 
kemampuan dengan menjalankan kepemimpinan pesantren yang efektif.3 
Dari penjelasan diatas, untuk memajukan sebuah pesantren paradigmanya 
harus dirubah mulai dari kurikulum, fasisilitasnya, hingga sampai sistem 
manajemennya.Manajemen yang dijalankan oleh pimpinan bersama pengurus 
aadalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan kepemimpinan.Dalam 
konteks ini, manajemen harus diwujudkan sebagai usaha bersama dari sejumlah 
orang untuk mencapai suatu tujuan. 
Menurut Winardi menejemen merupakan proses yang khas terdiri dari 
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan 
penngawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran 
yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya.4 
Proses perencanaan dalam manajemen adalah tindakan yang menentukan 
sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan dilalui. Tindakan perencanaan 
diikuti oleh proses pengorganisasian sebagai suatu tindakan menditribusiakan 
                                                             
3Fasli Jalal dan Dedi Supradi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, 
Yogyakarta:Aidicipta, 2001 hal: 34 
4Winardi, Azas-Azas Manajemen, Bandung. Mandar Madju, 1990, hlm. 118. 
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pekerjaan kepada kelompok yang ada dan menetapkan serta merincikan 
hubungan-hubungan yang diperlukan. Setelah itu dilakukan proses menggerakkan, 
yaitu upaya merangsang atau mendorong pengurus pesantren untuk melaksanakan 
tugas dengan kemampuan secara suka relah dan berdaya guna. 
Dalam pengelolaannya, fungsi-fungsi manajemen diperlukan agar usaha 
bersama terwujud antara pimpinan, para staf pengurus untuk mencapai tujuan 
secara efektif dan efisien.Manajemen yang baik memerlukan pembiayaan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menjalankan sistem 
pendidikan.Bagaimanapun, setiap setiap aspek diarahkan untuk mencapai 
efektivitas, baik bidang personalia, perlengkapan, maupun material.Semuanya 
dimanfaatkan untuk mempermudah pencapaian tujuan.Demikian pula sistem 
penyusunan anggaran yang transparan merupakan mekanisme mempelancar kerja 
rutinitas sehari-hari. 
Salah satu bagian yang paling penting dalam manajemen pesantren adalah 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sering menimbulkan 
permasalahan yang serius apabila pengelolaannya kurang baik. Pengelolaan 
keuangan berkaitan dengan hidup dan matinya institusi tersebut, apapun jenis dan 
bidang aktivitas yang dijalankan memerlukan dana. Secara umum sumber 
pembiayaan pesantren ini berasal dari : 
a. Orang tua santri 
b. Pemerintah, dan 
c. Lembaga swasta 
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Dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi a) 
anggaran kegiatan rutin (gaji) dan biaya operasional sehari-hari, b) anggaran 
untuk perkembanganan. Dalam operasionalnya pengelola dana diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuanuntuk menjalankan aktivitas. Dana yang diperoleh 
banyak sumber dari maysarakat untukmendanai kegiatan, misalnya dari orang tua, 
hal itu perlu adanya laporan atu penjelasan sesuai dengan prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan, agar kredibilitas dimata masyarakat dapat dipertanggung 
jawabkan akuntabilitasnya. 
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan pesantren 
adalah menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan 
pengeluaran harus berimbang, diupayakan agar tidak terjadi pendapatan minus. 
Dengan adanya sistem penelolaan yang baik dan berimbang maka kehidupan 
pesantren akan semakin kuat dan kokoh dalam hal keuangan. Kekokohan 
keuangan ini dapat menjadi kunci kemandirian bagi kehidupan pesantren. 
Pengelolaan dana di pesantren difokuskan pada system pengelolaan keuangan 
sentralisasi (pada bendaharawan pesantren) hal ini dilakukan dalam rangka 
mempermudah pertanggung jawaban keuangan. 
Demikian pula halnya biaya Pesantren modern Darul Ulum Banda Aceh, 
terdiri dari dua hal yang satu sama lain itu berkaitan erat. Yaitu pendapatan dan 
yang kedua adalah pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidkan 
yang diselenggarakan pesantren.Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang 
diperoleh setiap tahunnya dari berbagai sumber resmi dan diterima secara rutin. 
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Sedangkan pengeluaran adalah jumlah uang atau dana yang dibelanjakan 
setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan dan pelajaran di Pesantren 
Modern Darul Ulum Banda Aceh. Sumber dana dan biaya pesantren secara garis 
besar dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu: 
a. Pemerintah, yang bersifat umum atau khusus 
b. Orang tua santri ( iuran bulanan ) 
c. Donatur 
Dengan adanya sumber dana tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen 
yang baik dan professional untuk mengatur dan mengelola keuangan pesantren 
tersebut. Untuk mengetahui transparansi manajemen pengelolaan dana pada 
pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh penulis melakukan penelitian dengan 
judul “MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PESANTREN MODERN 
DARUL ULUM BANDA ACEH” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Bagaimanakah manajemen pengelolaan dana pada pesantren Modern 
Darul Ulum Bnda Aceh? 
b. Apakah pengelolaan dana pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh 
sudah efektif dan memenuhi kriterial manajemen? 
c. Bagaimana pandangan islam terhadap kinerja pengelolaan dana 
pesantren Modern Darul Ulum Bnda Aceh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Secara operasional dan spesifikasi, penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkapkan fakta – fakta yang berhubungan dengan masalah sebagaiberikut: 
a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana pada pesantren Modern 
Darul ulum Banda Aceh 
b. Untuk mengetahui apakah manajemen pengelolaan dana pesantren Modern 
Drarul Ulum Banda Aceh sudah efektif dan memenuhi kriteria manajemen 
c. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap kinerja pengelolaan dana 
pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. 
 
1.4 Penjelasan Istilah 
a. Manajemen Syariah 
Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 
mencapai suatu sasaran. 5 
Menurut Haiman  manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu 
melainkan kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk 
mencapai tujuan bersama.6 
b. Pengelolaan Dana 
Pengelolaan dana terdiri dari dua kata yang mana satu sama lainnya 
memiliki arti yang berbada. Moelyono mengunggkapkan bahwa pengelolaan 
memiliki arti beberapa macam: 1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 2. Proses 
                                                             
5Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka. 1990, hlm. 
553. 
6M. Manullag, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gajah Mada University press 2004 
hlm. 3. 
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melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. Proses 
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi’ 4. Proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijakan dan 
pencapaain tujuan.7 
Sedangkan dana adalah uang yang dipersiapkan atau disediakan untuk 
memenuhi suatu keperluan.8 
c. Pesantren 
Secara bahasa, Pesantren berasal dari kata Bahasa Arab yaitu Zawiyah 
yang berarti sudut.Asal mulanya dulu para santri yang belajar Agama 
diperbolehkan tinggal di rumah Teungku, khusus bagi santri yang jauh.Namun 
semakin hari santri samakin ramai sehingga rumah Teungku tidak memadai 
akhirnya santri mngusulkan agar bisa membuat gubuk/tempat tinggal mereka yang 
berada di sudut-sudut rumah Teungku. Gubuk itu diberi nama zawiyah seiring 
perkembangan kata-kata zawiyah menjadi dayah/Pesantren untuk mudah disebut. 
Peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dayah/Pesantren adalah tempat tinggal 
sekaligus tempat menimba ilmu pengetahuan Agama bagi para santri di Aceh 
khususnya dan Indonesia umumnya.9 Namun Hasan Shadily dalam Ensiklopedi 
Islam memberi gambaran yang berbeda, yakin bahwa Dayah/Pesantren itu berasal 
dari bahasa Tamil yang artinya ‘guru ngaji’, atau berasal dari bahasa India 
“shastri” dan kata “shatra” yang berarti buku-buku suci, kitab-kitab agama atau 
                                                             
7SP. Siagian, Manajemen Suatu Pengantar, Bandung; Alumni, 1987, hlm. 441.  
8Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta; Pustaka Amani, 
1994, hlm. 183 
9Zahri Yusuf dalam buletin Al-faka News tahun 2005, edisi 01 hlm. 13. 
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ilmu tentang pengetahuan.10Sedangakan secara etimologis definisi sangat beragam 
dan variatif oleh para pakar. M. Arifin mendefinisikan Dayah/Pesantren sebagai 
suatu lembaga pendidikan agam Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat 
sekitar.11Berbeda lagi Abdurrahman Wahid, yang memberikan definisi terhadap 
Dayah/Pesantren secara teknis sebagai “aplace where santri (student) live (suatu 
lembaga di mana seorang santri/murid tinggal).12 
Jadi manajemen dana yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini 
adalah pengelolaan keuangan baik dana pendapatan maupun dana pengeluaran 
pada pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. 
 
1.5 Kajian Pustaka 
 Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat 
beberapa karya ilmiah yang  berkenan dengan masalah manajemen pengelolaan 
keuangan. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak menggunakn 
rumusan masalah dan tempat penelitian yang sama dengan yang penulisan yang 
diajukan dalam penelitian ini. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, ada 
beberapa karya ilmiah yang membahas tentang manajemen pengelolaan dana oleh 
mahasiswa UIN Ar-Raniry. 
Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Finnia Maisya yang meneliti 
tentang pengelolaan dana pesantren di Aceh Besar.13 
                                                             
10Hasan Shadily, Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1993, hlm.99. 
11M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, Bumi Aksara, Jakarta: 1991, 
hlm. 240. 
12Ahmad Muthohar,Ideologi Pendidikan Pesantren, Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2007, 
hlm.12. 
13Finnia Maisya, Manajemen Dana Pesantren Di Aceh Besar, Fakultas Syariah, IAIN Ar-
Raniry, 2008 
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1.6 Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan 
objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang 
sedang di teliti. Keberhaasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh 
metodelogi penelitian.Adapun metodelogi penelitian yang penulis gunakan dalam 
pembahasan skripsi ini adalah dekriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan 
data-data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan 
untuk di analisis secara kritis.Data yang telah dianalisis tersbut dideskripsikan 
menjdi sebuah laporan penelitin yang jelas dan utuh. Dalam penulisan ini yang 
menjadi objek pembahasan adalah pengelolaan dana pada Pesantren Modern 
Darul Ulum Banda Aceh. 
 
b. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian, 
maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 1. data primer 
 Data primer didapatkan dari metode penelitian lapangan (field 
research).Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer yang merupkan 
suatu penelitian lapangan terhadap objek penelitian dengan mendatangi tempat 
penelitian yaitu Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. 
 2. Data Sekunder 
 Data sekunder didapatkan dari metode penelitian kepustkaan (library 
reaserch).Penelitian pustaka yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai 
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dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka, peneelitian pustaka bukan 
sekedar urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku. Penelitian 
pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 
pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan 
diteliti.14 
 
c. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian lapangan dilakukan di Pesantren Modern Darul Ulum 
Banda Aceh yang beralamat di Jl. Syiah Kuala No.5 Kelurahan Keuramat 
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. 
 
d. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data di 
lapangan adalah: 
1. Observasi, pada tahap ini peneliti menggunakan teknik non paarticipan 
observation, yaitu pengumpulan data  yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan dan pengkajian secara langsung yang 
menyangkut dengan pengelolaan dana pendidikan pada pesantren 
Modern Darul Ulum Banda Aceh. 
2. Wwancara (interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk 
memperoleh keteerangan dan berbagai informasi untuk tujuan 
penelitian dengan cara Tanya jawab antara peneliti dan responden. 
                                                             
14Mustika Zed, Metode PenelitianKepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2004), hlm. 3 
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Pengumpulan data dengan cara menjumpai langsung dengan pimpinan 
atau kepala bagian atau staf dari pihak pesantren Modern Darul Ulum 
Banda Aceh untuk menanyakan tentang data-data dan informasi-
inforrmasi yang diperlukan. Untuk mendaptkan informasi, penlitian 
menggunakan teknik guidece interview yaitu wawancara dengan 
mengajukan pertanyaan secara tertruktur. 
 Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dan disajikan dengan 
menggunakan metode deskripsi anlisis yang merupakan suatu metode pendekatan 
dalam teknik analisis penelitian kuanlitatif. Dengan metode ini hasil penelitian 
dikumpulkan dan disusun, kemudian dibahas dan di analisis berdasarkan 
wawancara dengan pihak pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh sebagai 
landasan teori dan memadukan praktik-praktik yang diakukan dengan konsep dan 
prinsip-prinsip yang berlaku.Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan 
analisis yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penlitian ini, karena 
dengan menganalisis data tersebut dapat memberikan manfaat untuk memechkan 
masalah yang dieliti. 
 Setelah menganalisis data yang telah terkumpulkan kemudian penulis 
melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan 
metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang menyajikan suatu 
peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan akurat. 
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e. Sistematika Pembahasan 
 Untuk mememudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan dalam 
beberapa bab, antara bab dengan bab saling berhubungan satu dengan yang lain. 
Sistematika penulisannya adalah: 
 Bab satu meliputi latabelakang malah, rumusan maslah, tujuan penelitian, 
penjelasan istilah, metode penelitin dan sistematika pembhasan. 
 Bab dua membahas tentang kajian teoritis, tentang pesantren dan 
kedudukannya dalam proses pendidikan, manajemen dan konsep dasar, fungsi-
fungsi manajemen, manajemen pengelolaan pesantren dan perangkat pengelolaan 
dana pesantren.  
 Bab tiga penulis mengupas tentang gambaran umum Pesantren Modern 
Darul Ulum Banda Aceh, manajemen pengelolaan dana pesantren Modern Darul 
Ulum Banda Aceh, sumber-sumber dana Pesantren Modern Darul Ulum Banda 
Aceh. 
 Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan 
saran-saran dari seluruh pembahsan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan 
yang dibahas nanti.  
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KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SYARI’AH 
 
2.1. Pengertian Manajemen Keuangan Syari’ah 
A.  Pengertian Manajemen Syari’ah 
  Sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Follet, manajemen adalah 
seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, management is the art of 
getting things done trough people. 1 
  Manajemen juga dipahami sebagai sesuatu yang perlu dilakukan dalam 
rangka pencapaian tertentu. Tujuan tersebut sangat beragam, tergantung dari jenis 
organisasinya. Organisasi bisnis misalnya, di antara tujuan organisasi adalah 
meraih profit. Hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi bisnis tersebut untuk 
meraih profit adalah sesuatu yang harus diselesaikan. 2 
  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bisnis di antaranya 
adalah kegiatan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga 
pengelolaan keuangan yang mungkin dimiliki oleh organisasi bisnis tersebut. 3 
  Manajemen Syari’ah adalah masalah pengelolaan sumber daya 
organisasi, tetapi pengelolaan yang diharapkan tidak boleh melepaskan diri dari 
nilai-nilai Islam yang mengkehendaki keseimbangan berbagai aspek, fisik dan 
ruhaniyah, dunia dan akhirat, pribadi dan orang lain. 4 
                                                             
1 Erni Tisnawati dkk, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 5 
2 Ibid., hlm. 5 
3 Ibid., hlm. 6 
4 Hasyim, Manajemen Syari’ah, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2011), hlm. 2 
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  Manajemen Syari’ah juga dipahami sebagai kegiatan berfikir, 
merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan yang terintegrasi 
untuk membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, 
keuangan, informasi dan fisik, dengan tujuan mencapai tujuan maqasyhid al-
syari’ah dengan cara yang efektif dan efisien. Segala sesuatu harus dilakukan 
secara rapi, benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-
asalan. Islam mengatur tentang syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 
Rasul, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan bagian 
daripada Syariat Islam, manajemen Islam identik atau sama dengan manajemen 
Syari’ah, paling tidak untuk pemahaman di Indonesia. 5 
  Manajemen dalam Islam juga memiliki dua unsur Penting yaitu subjek 
dan objek. Subjek itu adalah pelaku/manajer, dan objek itu adalah tindakan 
tindakan manajemen yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, 
operasi/produksi, pemasaran, dan sebagainya, dan memiliki empat fungsi utama 
yaitu: 6 
1) Planning ( perencanaan ) 
  Menentukan garis-garis besar untuk dapat melalui usaha. Kebijaksanaan 
ditentukan, rencana kerja disusun, baik mengenai waktu dan cara bagaimana 
usaha itu akan dikerjakan.  
2) Organizing (menyusun) 
  Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan itu, diberikan kepada anggota manajemen tersebut.  
                                                             
5 Hasyim, Manajemen Syari’ah, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2011), hlm. 2 
6 Ibid., hlm. 6 
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3) Actuating (menggerakkan untuk bekerja) 
  Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut, maka 
manajer mengambil tindakan-tindakan  ke arah itu, tindakannya adalah berupa 
leadership (kepemimpinan), perintah, intruksi, communication dan conseling 
(nasehat).  
4) Controlling (pengawasan dan penelitian) 
 Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek 
yang telah dilakukan, guna dapat memastikan apakah pekerjan karyawannya 
berjalan dengan baik dan memuaskan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah 
ditetapkan.  
 Tujuan dari manajemen syari’ah adalah membangun sebuah peradaban 
berdasarkan kepada nilai-nilai etika tauhid. Manajemen dengan prinsip syari’ah 
juga harus memastikan penghapusan kebusukan, kejahatan, dan ketidak adilan 
untuk menetapkan keadilan baik dalam organisasi-organisasi dan juga di dalam 
masyarakat. Sasaran akhir dari manajemen adalah untuk mencapai kebahagiaan.7 
B. Pengertian Manajemen Keuangan Syari’ah 
  Manajemen berasal dari kata prancis kuno yaitu dari kata management, 
yang memiliki arti, seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian manajemen 
secara bebas adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara 
efektif dan efisien.8 
                                                             
7 Hasyim, Manajemen Syari’ah…, hlm. 5 
8 M. Roem Syiebli, filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan 
Berekonomi Syari’ah, (Yogyakarta; Safiria Insani Press, 2008), hlm. 28 
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 Menurut Brigham dalam Kasmir manajemen keuangan adalah seni (art) 
dan ilmu (scine), untuk me-manage uang, meliputi proses institusi/lembaga, pasar, 
dan instrument yang terlibat dengan masalah transfer uang dengan individu, bisnis 
dan pemerintah. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa aktivitas manajemen 
keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk 
lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi 
keuangan perusahaan serta instrument keuanagan.  
 Dalam Islam, manajemen keuangan syari’ah adalah sebuah kegiatan 
manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan 
kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari’ah pada aspek keuangan meliputi: 
1. Setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawabannya. 
 Al-Qur’an surat As Saba’31 menerangkan bahwa “dan sekali-kali 
bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu 
kepada kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal (shaleh, mereka itulah yang memperoleh balasan 
yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan 
mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi ( dalam syurga)”. 
2. Setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain. 
Al-Quran surat Az zariat 19 menjelaskan bahwa “dan pada harta-harta 
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 
tidak mendapatkan bagian”. Al-Quran surat Al-Baqarah 254, “Hai orang-
orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki 
yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 
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itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang 
kafir itulah orang-orang yang dhalim.  
3. Uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.  
Al-Quran surat Al-Baqarah 275 menerangkan bahwa “orang-orang yang 
makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebkan mereka berkata, sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, pada Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.9 
  Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dalam perencanaan, 
pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan 
keuangan secara syari’ah adalah: 
1. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan 
cara yang sesuai dengan syari’ah 
2. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan. 
3. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak di 
larang/diharamkan, yang dianjurkan, dan diwajibkan. 
                                                             
9M. Roem Syibli, filosofi dan Rasional…, hlm. 32  
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4. Dalam hal menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip 
“uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang 
diperdagangkan”.10 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa manajemen 
adalah proses untuk mencapai sasaran. Sedangkan arti dari manajemen keuangan 
syari’ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan, 
dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syari’ah. 
2.2. Perencanaan keuangan syariah 
A. pengertian perencanaan 
  Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di 
masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 
mencapainya 
  Perencanaan keuangan syariah adalah proses pencapaian tujuan keuangan 
melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur 
sesuai dengan syariat islam 
B. Ciri-ciri Perencanaan Keuangan Syariah 
 1. Proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah 
 2. Tujuan keuangan harus sesuai dengan prioritas yang diajarkan dalam islam 
 3. Menggunakan produk-prouk yang sesuai dengan syariah 
C. Prinsip Perencanaan Keuangan Syariah 
 Secara umum prinsip-prinsip perencanaan keuangan secara syariah tersebut  
saya rangkum sebagai berikut: 
                                                             
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 237 
21 
 
 
 
1. Luruskan niat dalam menetapkan tujuan perencanaan keuangan. 
2. Menjaga nafsu duniawi untuk belanja hal yang tidak perlu agar dapat 
menyisihkan uang untuk ditabung atau investasi. 
3. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. 
4. Buat skala prioritas. 
5. Dptkan harta dengan cara yg baik. 
6. Investasikan pada instrumen yang halal. 
7. Melindungi harta. 
8. Distribusikan harta dengan adil 
 
2.3. Pengelolaan Keuangan Syari’ah 
A. Pengertian Pengelolaan 
  Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh husaini usman “Management” diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.11 Dalam beberapa 
konteks keduanya memiliki persamaan arti, dengan kandungan makna to control 
yang mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang “ manjemen merupakan 
sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan 
dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.12 
 Dari beberapa pendapat tentang defenisi yang sudah dikemukakan, maka 
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau mamanajemen adalah 
                                                             
11Husaini Usman, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta; Pascasarjana UNY, 2004), 
hlm.3 
12 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajeen, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2006), hlm. 5 
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suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunanan, pengarahan, 
pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi, 
baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumber daya 
lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan 
efisien. 
B. Proses Pengelolaan Keuangan Syari’ah 
  Mulyono menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, tugas 
manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu: 
1. Perencanaan financial (budgeting) yaitu kegiatan mengkoordinasi semua 
sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan 
secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. 
2. Pelaksanaan anggaran (implementation invalues accounting), yaitu 
kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi 
penyesuaian jika diperlukan. 
3. Evaluasi (evaluation values), yaitu evaluasi terhadap pencapaian sasaran. 
 Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E. Mulyasa mengatakan 
bahwa; “komponen keuangan dan pembiyayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, 
agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang 
tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen komponen keuangan harus 
dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, 
penggunaan pengawasan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, 
dan tidak ada kebocoran-kebocoran. 13 
 Fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan (1) 
perencanaan anggaran tahunan, (2) pengadaan anggaran, (3) pendistribusian 
anggaran, (4) pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan anggaran, dan (6) 
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan pemeriksaan 
seluruh pelaksanaan anggaran sekolah.  
 Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi. 
1. Perencanaan 
  Perencanaan merupakan fungsi yang paling pertama dari keseluruhan 
fungsi manajemen. Menurut hasibuan “perencanaan adalah fungsi dasar 
manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling juga harus 
terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang 
penuh dengan ketidak pastian, di karenakan adanya perubahan kondisi dan 
situasi’. 
  Mulyono mengemukakan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan 
ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan 
dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.  
 
 
 
                                                             
13E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), hlm. 43  
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2. Sumber keuangan 
  Menurut PP No. 48 tahun 2008 pasal 51 ayat 4 tentang dana pendidikan 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari 
anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau 
orangtua walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan, 
bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau 
orang tua walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat dan sumber lain 
yang sah.  
3. Pengalokasian dan penganggaran 
 Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang 
yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Alokasi keuangan 
sekolah Negri dan Swasta terdiri dari: alokasi pembangunan fisik dan non fisik, 
alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, 
Pembina kesiswaan dan kebutuhan rumah tangga.  
4. Penggunaan Dana 
 Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan 
melalui mekanisme yang diatur dalam angaran dasar dan anggaran rumah tangga 
satuan pendidikan (PP No. 48 tahun 2008 pasal 69ayat 3). Dana yang tersedia 
harus digunakan sesuai dengan pengalokasian yang tercantum dalam RAPBS. 
Pengeluaran dana disesuaikan dengan keperluan dan harus bersifat transparan. 
Untuk mewujudkan transparansi, maka ada pemisahan antara pemegang keuangan 
dan petugas belanja barang, pembelanjaan barang dilakukan oleh tim yang 
ditunjuk kepala sekolah. Barang-barang yang sudah dibeli perlu dicek dan dicatat 
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oleh petugas penerima barang, baik berupa barang modal maupun barang habis 
pakai.  
5. Pembukuan keuangan sekolah 
 Pembukuan yaitu pencatatan keuangan, baik pemasukan maupun 
pengeluaran secara tertib yang berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran 
agar dapat diketahui oleh atasan atau pihak lain yang berkepentingan dengan 
keuangan sekolah.14 
6. Pengawasan dan Pemeriksaan 
 Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan 
wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan 
bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan 
aktivitas menilai baik cactatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam 
mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan 
standar-syandar yang berlaku. 
 Nanang Fattah mengungkapkan bahwa proses pengawasan dapat  melihat 
ada tidaknya penyimpangan, yaitu: 
a. Pemeriksaan yang ditunjukkan pada  bukti-bukti dokumen asli, 
penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir yang dicocokan pada 
dengan temuan hasil audit.  
                                                             
14 Depdiknas, Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
26 
 
 
 
b. Bila terdapat penyimpangan, dapat dilanjutkan dengan penyusutan. 
Bila tidak ada penyimpangan, maka akan dilakukan pembinaan ke arah 
yang lebih baik.15 
7. Pertanggungjawaban Pelaporan 
 Dalam PP No. 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa pendidikan 
yang diperoleh dari pemerintah daerah dipertanggungjawaban dapat dilakukan 
secara bulanan, semesteran, atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu 
pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan 
oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta. Isi 
pertanggungjawabannya meliputi: 
a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan 
b. Buku penerimaan dan penawaran 
c. Waktu transaksi 
d. Berbagai bukti dari penerimaan dan pengeluaran.  
  Pelaporan dilaksanakan dalam satu periode tertentu sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Isi dari laporan sesuai dengan isi pertanggungjawaban dan 
menggunakan format-format tertentu. Laporan dan pertanggungjawaban 
disampaikan kepada pihak yang terkait, seperti pemerintah, komite sekolah, dan 
orang tua siswa, masyarakat dan penyumbang dana.16 
 
 
                                                             
15 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2000), hlm . 76 
16 Depdiknas, Peraturan Mentri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009. Standar Biaya 
Oprasional Nonpersonalia Tahun 2009. s 
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C. Pengelolaan keuangan sekolah atau pesantren 
  Setiap kegiatan perlu diatur dengan baik agar kegiatan itu bisa berjalan 
dengan baik, lancar, efektif dan efisien. Keuangan sekolah merupakan bagian 
yang sangat penting, hal itu disebabkan karena setiap kegiatan sekolah 
membutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah 
perlu dilakukan dengan baik. Mulyono mengemukakan bahwa keberhasilan 
sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas 
dari perencanaan anggaran pendidikan yang bagus serta pengalokasian dana yang 
tepat sasaran dan efektif. 17 
  Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber 
pendapatan pendidikan saja. Namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif 
dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka 
berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. 
  Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, 
adalah: 
a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah 
dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 
b. Memelihara aset sekolah. 
c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, 
dan pengeluaran uang diketahui serta dilaksanakan. 18 
 
                                                             
17 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Bandung. Remaja Rosda Karya, 200), 
hlm. 23 
18 Mulyono, Konsep Pembiayaan…,hlm. 157  
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2.4 Pengawasan Keuangan Syari’ah 
 Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam 
pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan 
baik apa bila funsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula 
halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan 
berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi 
untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.  
 Bagi para ahli manajemen, tidak mudah memberikan defenisi tentang 
pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan 
bidang yang dipelajari oleh ahli tersebut. Menurut sujaanto dalam kamus bahasa 
Indonesia, istilah “pengawasan berasal dari kata awas yang artinya 
memperhatikan dengan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan 
seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan 
yang sebenarnya dan apa yang diawasi.19 
 Menurut Prayudi: “pengawasan adalah susatu proses untuk menetapkan 
suatu pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselanggarakan itu 
dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.20 Menurut Saiful 
Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah di 
perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan 
terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Menurut M. manullang mengatakan 
                                                             
19Sujanto, Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), 
hlm. 2  
20 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 80 
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bahwa: “pengawasan atalah satu proses untuk menetapkan suatu apa yang sudah 
dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.  
 Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa:  
a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus 
dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 
kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya 
sesuai dengan semestinya atau tidak.  
b. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses 
pengukuran dan pembandingan dari hasil pekerjaan yang nyata telah 
dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Menurut Prayudi, 
dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara 
lain:  
1) sas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan 
yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari 
penyimpangan-penyimpangan atau devenisi perencanaan. 
2) Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari 
perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar 
dugaan.  
3) Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksakan apa bila 
pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana 
perencanaan.  
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4) Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini 
adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan 
terjadi baik diwaktu sekarang maupun di masa yang akan 
datang. 
5) Asas langsuung, adalah mengusahakan agar pelaksanaan juga 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. 
6) Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan 
karakter dan susunan perencanaan. 
7) Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan 
dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan 
masing-masing. 
8) Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan 
dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. 
9) Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan eisien 
memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai 
tolak ukur pelaksanaan dan tujuan. 
10) Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang 
efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang 
ditujukan terhadap factor-faktor yang strategis. 
11) Asas pengecualiaan, bahwa afisiensi dalam pengawasan 
membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap faktor 
kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika 
situasi berubah atau tidak sama. 
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12) Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk 
menghindarkan kegagalan-kegagalan pelaksanaan perencanaan.  
13) Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu 
ditinjau, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai 
tujuan. 
14) Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada 
ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-
penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.21 
 Mengenai jenis pengawasan, Saiful anwar menyebutkan bahwa 
berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut: 
a. Pengawasan Internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu 
badan atau organ yang secara struktural termasuk dalam lingkungan 
pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.  
b. Pengawasan eksternal, yaitu dilakukan oleh organisasi atau lembaga-
lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintahan dalam 
arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).22 
  Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis 
pengawasan yaitu: 
1. Pengawasan dari segi waktunya 
                                                             
` 21Prayudi, Hukum Administrasi …, hlm. 86-87  
22Saiful anwar, Sendi-Sendi Hukum Admistrasi Negara, (Jakarta: Glora Madani Press, 
2004), hlm. 127 
32 
 
 
 
2. Pengawasan dari segi sifatnya  
 Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu 
sebagai berikut: (1). Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu 
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap 
keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. (2). Pengawasan a-
posteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah 
yang lebih  rendah. 23 
 
 
2.5 Sistem dan Prinsip Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Syari’ah 
A. Sistem dan Prinsip Pengelolaan 
 Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa 
menjadi tidak sama dengan anggarannya, bisa kurang ataupun lebih dari jumlah 
yang dianggarkan sebelumnya, apabila dalam pelaksanaan tersebut ada perbedaan 
dengan rencana anggarannya, maka anggaran dapat dilakukan dengan anggaran 
perubahan, anggaran bersifat luwes, artinya apabila dalam perjalanan pelaksanaan 
dalam kegiatan ternyata harus dilakukan penyesuaian kegiatan, maka anggaran 
dapat direvisi dengan menempuh dengan prosedur tertentu. Sejalan dengan 
pendapat tersebut mulyono mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah, 
yaitu: 
                                                             
23Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum…, hlm. 129  
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1. Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. 
2. Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan 
dengan rencana pengembangan sistem secara efektif. 
3. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses dan hasil 
secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan 
perencanaan tahap berikutnya. 
  Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus 
sesuai berdasarkan (PP no 48 Tahun 2008 pasal 59) yaitu: 
1. Prinsip keadilan 
Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan 
pendidikan seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa 
membedakan latar belakang suku , ras, agama, jenis kelamin, dan 
kemampuan atau sosial ekonomi. 
2. Prinsip efisiensi 
Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu 
relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. 
3. Prinsip transparansi 
Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan 
tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan 
pendidikan sehingga dapat di audit atas dasar standar audit yang 
berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, dan 
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dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku 
kepentingan pendidikan.  
  Terdapat tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik yaitu:  
1. Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal 
masukan dan keikut sertaan mereka pada berbagai komponen 
sekolah. 
2. Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, 
fungsi dan wewenang. 
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah 
yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan 
prosedur yang mudah, biaya yang murah dan proses yang cepat.24 
 
B. Sistem dan Prinsip Pengawasan 
  Usaha yang sangat penting dilakukan dalam melaksanakan sistem yang 
lebih efektif, efisien adalah dengan kerja keras, kreatif bertanggung jawab disertai 
dengan dedikasi penuh. Jadi agra tercipta apa yang diharapkan maka sistem 
pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan 
koordinasi yang lebih bagus antara instansi vertical yang terkait karena berbagai 
proyek pemerintahan yang ada di daerah juga dilakukan dengan lembaga-lembaga 
pemerintahan non-departmen. Semuanya harus disesuaikan secara terpadu dan 
singkron agar pelaksanaan tersebut tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi dan 
kemacetan-kemacetan.  
                                                             
24 David Wijaya, implikasi Manajemen Keuangan Terhadap Kualitas Pendidikan. Jurnal 
Pendidikan Penabur (Nomor 13 Tahun 2008), hlm. 80 
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  Dalam proses pengawasan secara umum menurut M. manulang terdiri 
dari tiga fase, yaitu; 
1. Menetapkan alat pengukur atau standar 
2. Mengadakan penilaian 
3. Mengadakan perbaikan25 
 Bila seseorng ingin mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal itu baru 
dapat dilakukan apabila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur tadi 
harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. Dalam 
pelaksanaan pengawasan alat pengukur atau penilainya adalah merupakan standar, 
yaitu dapat berupa rencana, program rencana, atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan.  
 Pada fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti 
membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. 
Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai 
dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak. Pada 
fase ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini 
merupakan konsekuensi dari tahap kedua, maksudnya apabila pada fase kedua 
ditemukan ketidak sesuaian antara rencana, kebijakan atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau 
kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fase kedua ditemukan 
penyimpangan atau penyelewengan. 
                                                             
25M. Manullang, Dasar-Dasar…, hlm. 181  
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 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di pahami bahwa tindakan 
perbaikan ini adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah dilakukan 
penilaian, maka ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan 
perbaikan yang dimaksud di atas adalah sama dengan tindakan lanjutan 
pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut 
pengawasan disamping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sangsi 
kepada subjek yang melakukan penyimpangan.26 
  
Adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut: 
1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat 
objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang 
pelaksanaan pekerjaan. 
2. Berpangkal tolak ukur dari keputusan pimpinan. Artinya untuk 
dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan 
dan penyimpangan, pengawasan harus betolak pangkal dari 
keputusan dari keputusan pimpinan yang tercermin. 
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk 
menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya 
tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan 
organisasi. 
                                                             
26M. Manullang, Dasar-Dasar…, hlm. 184 
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5. Efisiensi. Artinya pengawasan harus dilakukan secara efisiensi, 
bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja. 
6. Apa yang salah. Artinya pengawasan harus dilakukan bukanlah 
semata mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, 
bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu. 
7. Membimbing dan mendidik. Artinya pengawasan harus bersifat 
membimbing dan mendidik agar pelaksanaan dapat meningkatkan 
kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.27 
  Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, 
dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan. 
 Dengan demikian, pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam 
pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai 
dengan yang telah direncanakan 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat 
kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan. 
3. Mengetahui apakah penggunaan fasililtas pendukung kegiatan 
telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran. 
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan semula. 
                                                             
27 Prayudi, Hukum Administrasi Negara…,hlm 88 
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 Adapun Transparansi yang dimaksud di atas adalah  prinsip yang mana 
setiap kegiatan manajemen harus terbuka baik dalam memberikan informasi 
tentang rencana dan segala aktivitas bagi yang berkepentingan, termasuk laporan 
keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu dan akurat yang dapat diakses dengan 
mudah oleh yang berkepentingan yatu yang memberikan manfaat dan yan 
menerima manfaat, jika tidak transparan maka akan berdampak suatu 
penyelewengan kegiatan. 
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BAB TIGA 
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN PESANTREN 
MODERN DARUL ULUM BANDA ACEH 
 
3.1. Gambaran Umum Pesantren Modern Darul Ulum 
A.  Sejarah Berdiri Pesantren Modern Darul Ulum 
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh didirikan pada tahun 1990 dan 
tepat pada tanggal 1 Juni 2015 genap 25 tahun.1 Dayah Modern Darul Ulum 
merupakan Pesantren di bawah naungan Yayasan Pembangunan Umat Islam, 
berdiri di atas tanah milik yayasan seluas ± 48.938 m² yang beralamat di Jalan 
Syiah Kuala nomor 5 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 
Aceh Provinsi Aceh. Lokasi ini menempatkan Dayah Modern Darul Ulum berada 
di tengah-tengah kota Banda Aceh dan hanya berjarak ± 2 km dari Mesjid Raya 
Baiturrahman Banda Aceh.  
Pesantren yang saat berdirinya hanya memiliki 14 orang santri, pada 
awalnya hanya membuka satu jenjang pendidikan formal yaitu Madrasah 
Tsanawiyah. Dan seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun pelajaran 
1993/1994, barulah di buka jenjang menengah atas (Madrasah Aliyah). Dan 
dengan bergabungnya SMP Islam di bawah naungan pesantren pada tahun 
pelajaran 2000/2001 (sebelumnya berdiri sendiri), maka hingga saat ini Dayah 
Modern Darul Ulum memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal yang 
melaksanakan kurikulum nasional, yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, SMP 
Islam Darul Ulum, dan Madrasah Aliyah Darul Ulum, dengan total keseluruhan 
santri hingga saat ini sebanyak ± 800 orang. 
                                                             
1 Arsip Dayah  Modern Darul Ulum Banda Aceh Tahun 2010, diakses pada 17 Juni 2017. 
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Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting. Membangun 
Aceh tidak terlepas dari upaya membangun pendidikan. Mengingat pendidikan 
merupakan modal utama dalam pembangunan. Maka pendidikan yang bermanfaat 
seperti pendidikan Islam harus di arahkan untuk generasi muda Aceh khususnya. 
Agama Islam adalah pondasi pendidikan bagi ummat Islam. Membangun 
Aceh tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun peradaban kebudayaan yang 
berlandaskan Islam. Mengingat Aceh secara historis merupakan sebuah ranah 
pusat agama Islam. Pembangunan Aceh haruslah pembangunan yang didasarkan 
pada sikap keberadaban dan penghargaan atas nilai-nilai Islami dan nilai-nilai 
luhur yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.  
Pesantren modern Darul Ulum merupakan salah satu bagian dari 
pendidikan di Aceh yang masih eksis hingga sekarang. Keberadaannya tidak jauh 
berbeda dengan pendidikan umum lainnya, pendidikan agama Islam merupakan 
pelajaran utama dalam kurikulum pesantren modern Darul Ulum.  
Pesantren modern Darul Ulum terletak di tempat yang sangat strategis di 
kampong Keuramat di tengah kota yang berjarak 2 kilometer dengan mesjid Raya 
Baiturrahman Banda Aceh. Saat ini pesantren Modern Darul Ulum di pimpin oleh 
Tgk. Luqmanul Hidayat. 
 
 
 
B. Visi dan Misi 
Visi pesantren modern Darul Ulum adalah terwujudnya lembaga 
pendidikan Islam alternatif sebagai wadah pengembangan keilmuan dan 
peradaban Islam mecetak, kader-kader Generasi Penerus Islam yang berakhlak 
mulia, berbadansehat, berpengetahuan luas dan berfikiran bebas dengan landasan 
iman dan taqwa.  
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Misi pesantren modern Darul Ulum adalah sebagai berikut: 
1. Membina dasar-dasar Aqidah Islamiyah, Akhlakul Karimah bagi 
peserta didik  
2. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan Al-Qur’anul Karim dan 
hadits terhadap peserta didik sehingga dapat mengaktualisasikan 
dalam kehidupan. 
3. Meningkatkan pemahaman, penghayatan terhadap ilmu-ilmu Islam 
dan ilmu-ilmu keislaman secara menyeluruh.  
4. Meningkatkan kemampuan skill/keahlian sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan zaman.  
5. Mempersiapkan anak didik sebagai basis generasi Islam yang 
tangguh menghadapi berbagai tantangan kemajuan peradaban di masa 
mendatang. 
 
C. Peraturan dan Disiplin 
 Peraturan di Dayah Modern Darul Ulum terdiri dari peraturan umum dan 
peraturan khusus.2 
1.  Peraturan Umum 
 
a. Seluruh santriwan/santriwati bersungguh-sungguh mempelajari, 
menghayati, mengamalkan dan mengembangkan syar’iat Islam 
baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
b. Mempererat silaturrahmi, dan membina ukhuwah Islamiyah antar 
sesama serta bergaul dengan akhlak yang baik dan mulia. 
c. Turut serta dalam menjalankan visi dan misi Dayah Modern Darul 
ulum sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkhitmad pada 
masyarakat, membentuk karakter dan pribadi manusia yang 
menjadi panutan umat. 
d. Patuh dan taat sepenuhnya kepada pimpinan  Dayah, Kepala 
Madrasah, Kepala Sekolah, para pengasuh/Pembina dan para 
Dewan guru. 
e. Menerima dan menjelaskan segala tindakan/bimbingan yang di 
berikan oleh dan atau atas nama pimpinan Dayah dengan lapang 
dada dan ikhlas. 
f. Cinta kepada agama, orang tua, Almamater, Lingkungan dan tanah 
air. 
g. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya nidham/peraturan Dayah 
Modern Darul Ulum dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. 
 
2. Khusus 
 
a) Ubudiyah 
                                                             
2 Buku saku perizinan  santri Dayah Modern Darul Ulum, hal 4-10. 
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1. Seluruh santriwan/sanntriwati diwajibkan : 
a. Melaksanakan shalat lima waktu secara berjama’ah di masjid. 
b. Membawa dan membaca al-qur’an pada waktu shalat di 
masjid dan subuh. 
c. Mengikuti prektek ibadah pada malam yang ditetapkan. 
d. Telah hadir di masjid 10 menit sebelum azan 
dikumandangkan kecuali dhuhur dan ashar. 
e. Menjaga ketenangan di dalam dan sekitar masjid khususnya 
saat pelaksanaan shalat. 
f. Menjaga kebersihan dan fasilitas-fasilitas masjid. 
g. Mengikuti program tahsinul qur’an pada malam yang 
ditetapkan. 
2. Seluruh santriwan/santriwati diwajibkan memiliki : 
a. Mushaf al-qur’an ukuran besar. 
b. Buku tuntunan shalat lengkap. 
3. Santriwati dalam melaksanakan shalat berjama’ah tidak di 
benarkan memakai mukena yang tipis. 
4. Khusus hari jum’at seluruh santriwan harus telah berada di 
masjid paling lambat 15 menit sebelum azan shalat jum’at  
dikumandangkan. 
5. Bagi santriwati diwajibkan  berada di asrama pada saat 
pelaksanaan shalat jum’at dilaksanakan 
6. Setiap santriwan/santriwati di wajibkan melaksanakan shalat 
sunat rawatib. 
b) Pakaian 
1. Memakai pakaian sopan dan rapi sesuai dengan syari’at Islam, 
tidak di benarkan membawa  dan menggunakan perhiasan, 
celana lea/jean, pakaian berposter pakaian yang bersimbol 
politik dan kedaerahan serta pakaian ketat. 
2. Memakai pakaian seragam sebagaimana yang telah ditetapkan 
lengkap dengan atributnya (termasuk peci Aceh warna hitam 
bagi santriwan) pada setiap hari belajar pagi dan sore. 
3. Seluruh santriwan/santriwati diwajibkan memiliki dan memakai 
sepatu kain warna hitam pada waktu kegiatan belajar mengajar. 
4. Pada waktu shalat magrib, isya, subuh seluruh santriwan harus 
memakai kain sarung dan berusaha memakai kemeja putih/koko 
lengan panjang dan sajadah. 
5. Seluruh santriwan diharuskan memakai peci setiap shalat dan 
tidak dibenarkan memakai kaos oblong (pakaian yang tidak 
pantas) ke masjid. 
6. Khusus malam jum’at dan pada saat pelaksanaan shalat jum’at 
seluruh santriwan diwajibkan mengenakan baju koko/kemeja 
warna putih. 
7. Pakaian olahraga di gunakan pada waktu jam pelajaran olahraga 
dan saat berolahraga. 
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8. Tidak di benarkan berolahraga menggunakan pakaian serangam 
sekolah/Dayah. 
9. Seluruh santriwan/santriwati harus memiliki, memakai dan 
menjaga sandalnya masing-masing. 
10. Seluruh santriwan/santriwati tidak dibenakan memakai topi. 
c) Kebersihan 
1. Setiap santriwan/santriwati wajib menjaga kebersihan dan 
kerapian kamar, tempat tidur, ranjang (atas dan bawah) dan 
lemari masing-masing. 
2. Setiap kasur harus ada sprel, sarung bantal dan dirapikan setiap 
saat khususnya setelah bangun tidur. 
3. Seluruh santriwan/santriwati dilarang keras : 
a. Membuang sampah bukan pada tempat yang disediakan. 
b. Mencoret-coret  dinding, meja, pintu, jendela dan tempat-
tempat lainnya. 
c. Berambut gondrong bagi santriwan dan memanjangkan kuku 
bagi santriwan/santriwati. 
d. Menaikkan alas kaki (sandal/sepatu) ke atas lantai asrama. 
e. Merendam pakaian lebih dari satu hari dan menjemur pakaian 
bukan pada tempatnya. 
f. Mengantungkan pakaian bukan pada tempatnya. 
4. Setiap santriwan/santriwati wajib menjalankan piket kebersihan 
madrasah, asrama dan masjid secara bergilir. 
5. Setiap santriwan/santriwati harus mengikuti gotong royong 
umum pada hari ahad atau waktu lain yang di tentukan. 
d) Sikap/adap sopan santun 
1. Setiap santriwan/santriwati harus bertutur kata dengan lembut, 
sopan dan menghidari kata-kata/ucapan  kotor serta yang dapat 
menyinggung perasaan orang lain. 
2. Setiap santriwan/santriwati harus menanamkan dan  
mengamalkan sikap sopan, hormat, sabar dan rendah hati 
(tawaddu’) serta rasa memiliki terhadap lembaga/almaamter. 
3. Apabila berkunjung/mendatangi kamar, rumah, asrama dan 
kelas terlebih dahulu mengetuk pintu dan memberi salam. 
4. Seluruh santriwan/santriwati dilarang keras : 
a. Memiliki dan menggunakan senjata tajam, senjata api, alat 
komunikasi (hand phone) dan alat elektronik. Apabila 
kedapatan memiliki alat-alat tersebut maka barang-barang 
tesebut tidak dikembalikan  lagi. 
b. Merokok, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. 
c. Bergaul dengan lawan jenis di luar batas-batas syari’at Islam. 
d. Memiliki/membaca buku-buku/majalah yang tidak mendidik 
tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. 
e. Mengambil dan menggunakan barang milik orang lain tanpa 
izin. 
f. Memasuki kamar/rumah orang lain tanpak izin. 
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g. Membuat keributan/kegaduhan di komplek YPUI. 
h. Duduk di atas meja, jendela dan tembok teras sekolah. 
i. Tidur di kamar/ranjang orang lain. 
j. Masuk/keluar melalui pagar atau jendela. 
k. Memiliki/mengunakan alat- alat yang dapat melalaikan. 
l. Makan dan minuman dengan tangan kiri dan sambil berdiri. 
e) Belajar 
1. Seluruh santriwan/santriwati wajib melengkapi buku-buku dan 
pelaratan tulis serta pelaratan belajar lainnya yang di butuhkan 
dan semua pelengkapan belajar harus di bawa pada waktu 
berangkat ke madrasah/sekolah. 
2. Santriwan/santriwati tidak di benarkan pulang ke asrama, berada 
di kantin dan di luar ruangan pada saat berlangsungnya proses 
belajar mengajar. 
3. Seluruh santriwan/santriwati wajib mengikuti upacara hari senin 
dan upacara hari- hari besar lainnya. 
4. Semua santriwan/santriwati telah berada di kelas 5 menit 
sebelum bel masuk di bunyikan. 
5. Semua santriwan/santriwati sudah berada di kelas untuk belajar 
mandiri/kelompok 15 menit setelah shalat isya. 
6. Jam 22.45 seluruh santriwan/santriwati telah berada di asrama 
masing-masing untuk di absen dan istirahat. 
7. Seluruh santriwan/santriwati wajib mengikuti latihan pidato 
setiap malam minggu/ahad. 
f) Bahasa 
1. Seluruh santriwan/santriwati di wajibkan : 
a. Berbahasa resmi yang telah di tetapkan (arab/inggris) dalam 
percakapan sehari-hari kecuali dengan tamu. 
b. Mengikuti muhadatsah pada hari-hari  yang telah di tentukan. 
c. Mengikuti focab/mufradat ba’da shalat subuh. 
d. Mematuhi  semua prosedur Ta’dib lughah (Sanksi Bahasa). 
e. Memiliki buku saku dan kamus bahasa Arab dan Inggris.  
g) Makan 
1. Seluruh santriwan/santriwati di wajibkan : 
a. Makan pada waktu dan tempat yang telah di tentukan dengan 
tertib. 
b. Memiliki piring/cangkir/alat makan dan membawanya setiap 
makan serta memelihara, meletakan di tempat yang 
memenuhi syarat kesehatan. 
c. Menjaga kesopanan pada waktu makan dan membaca do’a 
sesuai dengan tuntunan agama. 
2. Tidak di benarkan membawa nasi ke kamar kecuali untuk orang 
sakit. 
3. Tidak makan dan minum dengan tangan kiri dan sambil berdiri. 
h) Tamu 
1. Hari berkunjung hariahad  pada jam 10.00 wib. 
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2. Tamu yang berkunjung ke Dayah harus melapor kepada piket 
penerima tamu  
3. Tamu yang hendak bertemu dengan santriwan/santriwati harus 
berbusana muslim/muslimah (tidak tipis/menampakkan aurat, 
tidak ketat). 
4. Tamu tidak di benarkan masuk asrama sebelum mendapatkan 
izin dari pengasuh/Pembina/ustadz/ustazah. 
5. Tamu tidak di benarkan menemui santriwan/santriwati pada 
waktu proses belajar mengajar 
6. Tamu dilarang keras masuk ke dalam kamar tanpa izin. 
i) Olahraga 
1. Seluruh santriwan/santriwati di wajibkan : 
a. Memiliki seragam olahraga 
b. Berpakaian olahraga saat berolahraga 
c. Mengikut kegiatan orahraga pagi setiap hari ahad  
2. Seluruh santriwan/santriwati tidak di pekenankan berolahraga 
selain waktu dan tempatnya 
3. Apabila bel di bunyikan tanda selesai olahraga/kegiatan sore, 
maka seluruh santriwan/santriwati harus segera bersiap-siap ke 
masjid. 
4. Keseluruh santriwati pada waktu lari hari ahad agar memakai 
sepatu jelbab krem. 
j) Perizinan 
1. Seluruh santriwan/santriwati hanya di perboleh izin pulang 
(keluar/pamit) dari Dayah paling banyak satu kali setiap bulan 
yaitu hari ahad pertama untuk putra dan ahad kedua untuk putri. 
2. Santriwan/santriwati di perikan izin apabila : 
a. Sakit yang membutuhkan perawatan yang lebih lanjut. 
b. Orang tua sakit/musibah keluarga 
c. Meninggal anggota dekat 
d. Walimah saudara kandung  
3. Santriwan/santriwati yang izin pamit keluar harus meminta izin 
terlebih dahulu pada bagian perizinan santri dengan membawa 
kartu perizinan. 
4. Melapor dan menyerahkan/mengambil kartu perizinan setelah 
kembali Dayah. 
5. Santriwan/santriwati tidak di benarkan keluar dari komplek 
Dayah Modern Darul Ulum pada saat proses belajar mengajar 
kecuali setelah mendapatkan izin dari perizinan santri atau wali 
asrama. 
6. Santriwan/santriwati hanya di benarkan di jemput oleh orang tua 
atau wali santri yang tercantum dalam biodata pendaftaran, 
apabila di jemput oleh lain maka harus mempelihatkan tanda 
pengantar/pengenal dari orang tua. 
k) Pelanggaran-pelanggaran berat 
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1. Bersikap melecehkan kepada pimpinan Dayah, kepala sekolah, 
pengasuh dan dewan guru (langsung atau tidak langsung). 
2. Mengambil/menghilangkan, merusak milik orang lain dan milik 
Dayah. 
3. Berkelahi dan sejenisnya. 
4. Menghina dan melecehkan peraturan/nidham Dayah dengan 
sengaja. 
5. Perbuatan/tindakan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. 
l) Sanksi/hukum/perbaikan 
1. Bagi santriwan/santriwati yang melanggar ketentuan-ketentuan 
di atas dan ketentuan-ketentuan lain yang tertulis (telah 
ditetapkan oleh Dayah) akan dikenakan tahap-tahap sanksi 
sebagai berikut : 
a. Teguran/nasehat dan pemberian poin. 
b. Hukumyang sifatnya Edukatif, Efektif dan preventif  seperti: 
1. Menulis, membaca dan atau menghafal ayat Al-
qur’an/hadist. 
2. Membersihkan lingkungan Dayah. 
3. Dibedirikan di depan umum. 
4. Cukur rambut (khusus santriwan). 
5. Mengenakan pakaian khusus yang ditentukan. 
6. Lari keliling lapangan 5 kali putaran. 
7. Sanksi-sanksi lainya berdasarkan kebijakan ustdz/ustazah. 
c. Pemanggilan orang tua/wali dan atau membuat surat 
pernyataaan/perjanjian. 
d. Dikeluarkan dari Dayah. 
2. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat langsung dikenakan 
sanksi huruf c dan d. 
 
D. Pendidikan yang Diselenggarakan 
 Pendidkian formal, terdiri dari Sekolah Menengah Pertama islam (SMP 
Islam), Madrasah Tsanawiyah Suwasta (MTS), Madrasah Aliah Suwasta (MAS) 
Darul Ulum Banda Aceh dan juga ada Kurikulum kedayaahan yang berfokus 
kepada pelajaran agama dan belajar kitab-kitab arab pada umumnya. Sementara 
pendidikan non formal terdiri dari: 
1. Pengajian tastafi yang di pimpin oleh guru-guru yang berkompeten 
di bidangnya. 
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2. Kelas Kaligrafi yang dibina langsung oleh Ustaz Pembina yang 
berkompeten di bidangnya. 
3. Pelatihan Tarung Drajat yang dilakukan seminggu sekali. 
4. Kelompok pramuka  
5. Dan lain-lain. 
 Kurikulum yang dipakai pada jenis pendidikan formal disesuaikan 
dengan kurikulum pemerinta yaitu di bawah naungan kementrian agama 
(KEMENAG) dan dibawah Dinas Pendidikan (DIKNAS). Sedangkan kurikulum 
dayah, para guru merujuk kepata kitab-kitab Arab yang mereka ajarkan 
 
 
E. Tenaga Pengajar 
 Tenaga pengajar di pesantren modern Darul Ulum terdiri dari beberapa 
ustad dan ustazah yang mempunyai keahlian dalam beberapa disiplin ilmu, dan 
berasal dari lulusan berbagai Universitas dalam negri dan luar negri, baik itu dari 
Eropa dan Timur Tengah. Tanaga pengajar di pesantren modern Darul Ulum  
berasal dari ustad dan ustazah pembina yang menetap di dayah modern Darul 
Ulum dan juga ada yang berasal dari berbagi dayah lain yang ada di Banda Aceh 
dan Aceh besar. Adapun jumlah tenaga pengajar seluruhnya adalah kurang lebi 85 
orang, ustad dan ustazah yang menetap di pesantren modern Darul Ulum 
berjumlah 35 orang dan selebihnya adalah tenaga pengajar yang berasal dari 
berbagai pesantren yang ada di Banda Aceh dan Aceh besar. 
 
F. Sarana dan Prasarana Pesantren Modern Darul Uum 
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 Pesantren modern Darul Ulum telah mulai melaksanakan proses belajar 
mengajar sejak tahun 1990 degan luas areal komplek kurang lebih 2 Ha. Dan telah 
memiliki beberapa bangunan fisik dan prasarana lainnya, diantaranya ada yang 
berbentuk permanen dan semi permanen.3 
3.2 Sistem Pengelolaan Keuangan di Pesantren Modern Darul Ulum 
 Pengelolaan keuangan Pesantren Modern Darul Ulum merupakan proses 
mengatur dan mengurus keuangan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
Keuangan dan pembiayaan merupakansalah satu sumber daya yang secara 
langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidkan. Pengelolaan 
keuangan dapat diukur berdasarkan indikator pengelolaan keuangan yaitu:(1) 
Perencanaan Keuangan (Budgeting),(2)Pelaksanaan Anggaran (inplamantation 
invalues). Kedua indikator dipaparkan berdasarkan hasil wawancara/data yang 
telah dikumpulkan pada responden yang telah ditentukan di Pesantren modern 
Darul Ulum tersebut. 
 
1. Perencanaan Keuangan (Budgeting) 
  Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau seperangkat kegiatan 
yang mempunyai tujuan, karena pada dasarnya, suatu program akan mencapai 
tujuan tersusun dengan melakikan perencanaan. Perencanaan harus berfokus pada 
manfaat yang positif terhadap pemerintah dan masyarakat, santri dan orang tua 
msantri di pesantren Modern Darul Ulum.  
2. Pelaksanaan Anggaran (Implementation Invalues Accaunting). 
                                                             
3 Dokumentasi Pesantren Modern Darul Ulum, Banda Aceh, dikutip pada tanggal 1 Mei 2018 
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  Anggaran dana yang telah direncanakan dan disepakati serta yang telah 
disepakati untuk disahkan sebagai APBM. Maka dalam pelaksanaannya bisa 
dibagi atas dua kelompok, yaitu: 
a. Penerimaan 
  Merujuk pada rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah 
tahun pelajaran 2017/2018, pesantren Modern Darul Ulum dapat dikelompokkan 
kepada sebagai berikut: 
1. Pemerintahan 
  Dana yang diterima dari pemerintahan yaitu dana Bantuan Oprasional 
Sekolah (BOS), dan dana yang diterima setiap sekolahnya adalah sebagai berikut: 
MA Darul Ulum Rp. 360.000.000, Mtss Darul Ulum Rp. 250.000.000, SMP Darul 
Ulum Rp. 216.000.000. 
2. Iuran bulanan santri (SPP) 
  Yaitu dana yang wajib dibayarkan setiap santri kepada pihak Pesantren 
Modern Darul ulum Banda Aceh untuk keperluan opraional Dayah sebesar Rp. 
800.000 per santri, jumlah santri keseluruhan adalah 950 santri, dan jumlah 
penerimaan dana keseluruhannya adalah Rp. 760,000,000.  
3. Dana sewa toko 
  Dana yang berasal dari hasil penyewaan toko pesantren modern Darul 
Ulum yang jumlahnya adalah Rp. 169.000.000 
4. Dana koperasi 
  Pesantren Modern Darul Ulum memiliki koperasi yang merupakan 
organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi 
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kepentingan bersama untuk pemaukan pesantren Modern Daruul Ulum. Kopersai 
ini melandaskan setiap kegiatannya berdassarkan prinsip Ekonomi Islam  dan 
berdasarkan asas kekeluargaan.  
5. Sumbangan 
  Sumber dana yang melalui sumbangan terdapat dua golongan yaitu 
sumbangantetap dan sumbangan tidak tetap, artinya para penyumbang yang 
memberikan sumbangan tiap bulan atau tiap tahunnya. Yang termasuk sumbangan 
tetap didalamnya yaitu para pendiri, anggota yayasan, dan pengusaha yang 
terhimpun dalam Yayasan Pembangunan Ummat Islam Banda Aceh. Dan 
sumbangan tidak tetap adalah para penyumbang yang memberikan sumbangan 
sesuai dengan kondisinya, sedangkan penyumbang tidak tetap adalah termasuk 
orang tua santri, para dermawan dan pihak-pihak lainnya.4  
 Adapun pengeluaran dana di Pesantren Modern Darul Ulum 
sebagaimana mestinya yaitu digunakan untuk semua operasional Pesantren 
Modern Darul ulum antara lain, digunakan untuk pemenuhan makan santri, ATK, 
pengembanagan sekolah, dana pengajaran Dayah, honorarium guru, buku paket, 
ekstra kurikuler dan lain sebagainya. 
 Semua dana dari pemerintah, dana BOS dan dana sumbangan yang 
masuk maupun yang keluar dikeluar, semuanya dikelola oleh pihak bendahara 
yayasan, yang dicatat dalam buku induk yaitu buku Bank, buku pembantu pajak, 
dan buku kas tunai yang disesuaikan dengan prosedur yang sudah ada. Sementara 
dana bantuan untuk siswa miskin dari pemerintah dan Baitul Mal Provinsi Aceh 
                                                             
4 Hasil wawancara dengan Luqmanul Hidayat, Pimpinan Pesantren Moderen Darul Ulum, 
Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2018 
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dikelola oleh bendahara di setiap Madrasah masing-masing, penggunaannya 
dibedakan yang dipergunakan sebagai bantuan kepada siswa, bantuan ini langsung 
diberikan kepada siswa yang bersangkutan, tidak dipakai untuk dana tambahan 
pesantren yang diperlukan untuk kebutuhan umum pesantren. 
 Terkait pencatatan, baik dana BOS, yang berasal dari penyumbang, dana 
beasiswa yang masuk, maupun dana yang keluar diketahui dan diawasi oleh 
kepala sekolah, komite, wakil wali murid dan para dewan guru. Akan tetapi dana 
beasiswa, dalam penggunaannya dialokasikan sebagai dana khusus yang harus 
segera dikucurkan kepada siswa yang bersangkutan untuk memperlancar proses 
pendidikan yang ditempuh, misalnya dana beasiswa tersebut digunakan untuk 
membayar iuran bulanan dan dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan 
siswa penerima dana beasiswa tersebut. 
 Pimpinan Dayah Modern Darul ulum Banda Aceh mengungkapkan 
bahwa prinsip pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, 
kekeluargaan serta mengikuti prosedur yang berlaku, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Hal ini bermakna bahwa dalam pengelolaan keuangan harus terbuka 
dan diketauhi oleh semua pihak yang bersangkutan dengan menyesuaikan 
prosedur yang berlaku, sesuai dengan ketentuan hokum Negara dan juga hukum 
agama, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan kepada para 
penyumbang atau instansi terkait di masa yang akan datang. 
b. Pengeluaran 
 Pengeluaran atau penggunaan dana di Pesantren Modern Darul Ulum 
sebagaiman mestinya yaitu digunakan untuk semua operasional pesantren Modern 
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Darul Ulum antara lain, digunakan untuk pemenuhan makan santri, ATK, 
pengembangan sekolah, honorarium guru, perencanaan pembelajaran, buku paket, 
ekstra kurikuler, pramuka, les tambahan, remedial teaching dan kegiatan-kegiatan 
penting lainnya. 5 
 
3.3 Sitem Pengawasan Keuangan di Pesantren Modern Darul Ulum  
 Pengawasan keuangan Pesantren Modern Darul Ulum merupakan suatu 
proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah 
dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai atau mengukur pelaksanaan 
dibandingkan perencanaan. Hal ini dapat dipahami bahwa hasil pengawasan harus 
dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidak cocokan serta 
mengevaluasi sebab-sebabnya. Pengawasan keuangan dapat di ukur berdasarkan 
indikatornya yaitu: (1)Evaluasi, (2)pertanggung jawaban. Kedua indikator ini 
dipaparkan berdasarkan hasil wawancara/ data yang telah dikumpulkan penulis 
dari responden yang telah ditentukan. 
1. Evaluasi 
 Rencana dan pelaksanaannya baik dana yang masuk maupun yang telah 
dikeluarkan sebagai pemenuhan operasional sekolah maka harus dievaluasi. 
Pelaksanaan evaluasi yang diadaka oleh pesantren dan lembaga-lembaga sekolah 
lainnya sesuai dengan aspek yang telah direncanakan dan sumber dana yang 
diperoleh serta penggunaannya. 
                                                             
5Hasil wawancara dengan Luqmanul Hidayat, Pimpinan Pesantren Moderen Darul Ulum, 
Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2018   
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 Sistem evaluasi yang dilakukan olehPesantren Modern Darul Ulum ada 
tiga bagian: pertama: dana BOS sebelum dilaporkan kepada pemerintah, tiap tiga 
bulan sekali sekolah mengadakan evaluasi bersamaan dengan komite, kepala 
sekolah, semua civitas akademik,dan perwakilan wali murid. Kedua: dana yang 
berasal dari donator pelaksanaan evaluasinya 1 tahun sekali bersamaan dengan 
evaluasi semua program yang telah direncanakan bersama yang dihadiri komite, 
kepala sekolah, semua civitas akademik dan perwakilan wali murid. Ketiga: dana 
penunjang BSM (bantuan siswa miskin) tanpa ada evaluasi karena dana tersebut 
langsung dilaporkan sewaktu dana cair. Setiap tahun pengelolaan keuangan 
pesantren Modern Darul Ulum diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksaan 
Keuangan) Banda Aceh. 
 Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pihak pemerintah yang 
dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk SMP Islam dan Kemenag untuk 
Madrasah Aliyahnya. Dinas pendidikan dalam hal pengawasan hanya menerima 
laporan dari setiap sekolah mengenai program-program yang akan dijalankan 
sekolah dalam satu tahun ke depan. Inspektorat merupakan instansi dari 
pemerintah yang juga merupakan pengawas independen melakukan pengawasan 
langsung dengan mengadakan inspeksi mendadak satukali setiap tahunnya. 
 Menurut Kepala SMP Islam, setiap sekolah diwajibkan untuk membuat 
RAPBM untuk dijadikan laporan sekolah mengenai berapa pendapatan sekolah 
dan berapa total belanja sekolahtersebut yang nantinya akan diperiksa oleh pihak 
audit yaitu inspektorat. Tetapi dalam prosesnya pengawasan itu dilakukan 
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sebelum sampai pada pengawasan inspektorat terlebih dahulu pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan.6 
 Pengawasan dari dinas pendidikan dimulai ketika penyusunan RAPBM  
pada sekolah. Pengawasan dari Dinass Pendidikan dilakukan dengan 
menggunakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tersebut berarti 
sekolah menyerahkan daftar Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja kepada 
Dinas Pendidikanyang dalam hal ini ditujukan untuk mendapatkan pengesahan 
dari kepala dina pendidikan selaku pemimpin di bidang pendidikan di wilayahnya. 
Pengawasan oleh Dinas pendidikan hanyalah sebatass monitoring dan evaluasi 
saja, bukan dengan melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan dari 
Dinas pendidikan hanya sebatas pada monitoring dan evaluasi saja dengan 
berpedoman pada peraturan-peraturanyang sudah ditentukan sebelumnya tanpa 
pengawasan sebelumnya dengan datang ke sekolah-sekolah dan hanya menunggu 
laporan RAPBM dari setiap sekolah. 
 Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan penggunaan dana tersebut 
apakah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan atau belum dengan 
melihat bukti-bukti dari laporan penanggungjawaban tersebut. Jika dalam laporan 
pertanggung jawaban belum sesuai maka sekolah diharuskan memperbaikinya dan 
nanti akan diserahkan ke inspektorat kota untuk ditinjau ulang oleh tim pemeriksa. 
Tim pemeriksa dari inspektorat setelah melakukan pemeriksaan akan membuat 
laporan penemuan hasil pemeriksaan dari setiap sekolah yang nantinya akan 
diserahkan untuk Wali Kota selaku pemimpin daerah tentang dana yang dari 
                                                             
6 Hasil wawancara dengan Fatimah, Kepala SMP Islam Darul Ulum, Banda Aceh, Pada 
Tanggal 5 Juni 2018 
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pemerintah saja. Untuk sekolah yang terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi 
dari pimpinan yang berarti jika Pegawai Negri Sipil sekolah maka akan mendapat 
sanksi dari kepala Sekolah dan Kepala Dinas. 
 Mengenai dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat, 
pengawasan yang dilakukan hanya berupa laporan penggunaan dana tersebut pada 
awal tahun mengenai pengembangan apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah 
dalam tahun ajaran baru. Dana dari masyarakat tidak ada yang dilaporkan karena 
itu hanya berbentuk sumbangan sukarela saja dan tanpa nominal yang diharuskan 
dibayar oleh para oranag tua atau wali muridnya dan bukan berbentuk dana wajib 
dari setiap orang tua atau wali murid.7 
2. Pertanggungjawaban 
 Pertanggungjawaban baik dari penerimaan maupun pengeluaran 
dilakukan setiap tahun. Prosedur pelaporan pertanggung jawabannya dimulai dari 
bendahara kepada pimpinan sekolah, dan kepada pihak yayasan, kepada 
penyumbang, orangtua siswa dan diketahui oleh BPK. Sementara dana BOS 
dilaporkan kepada pemerintah terkait. 
 Menurut Pimpinan Pesantren, kepala sekolah dalam menggunaakan dana 
akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh 
dari yayasan maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada yayasan. 
Begitu pula jikalau dana itu berasal dari Pemerintah, maka akan 
dipertanggungjawabkan pula kepada pemerintah terkait.8 
                                                             
7 Hasil wawancara dengan Fatimah, Kepala SMP Islam Darul Ulum, Banda Aceh, Pada 
Tanggal 5 Juni 2018 
8Hasil wawancara dengan Luqmanul Hidayat, Pimpinan Pesantren Moderen Darul Ulum, 
Banda Aceh pada tanggal 1 Juni 2018  
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3.4 Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Pesantren 
Modern Darul Ulum Banda Aceh 
A. Pengelolaan keuangan Pesantren Modern Daraul Ulum 
1. Perencanaan Keuangan (Budgeting) 
a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Madrasah 
(RAPBM). Berdasarakan penelitian bahwa, ditemukan bahwa dalam 
penyusunan RAPBM di pesantren Modern Darul Ulum dilakukan 
pada tiap awal tahun ajaran baru dengan mengadakan rapat RAPBM 
yang dihadiri oleh semua civitas akademika baik kepala sekolah, dan 
beberapa pihak lain yang bersangkutan. Dalam rapat tersebutsetiap 
lembaga sekolah memberikan draf poin-poin kebutuhan/program yang 
akan datanguntuk dianalisis. Semua kegiatan yang telah diprogramkan 
akan diklasifikasi dengan masa mendatang kemudian berapa besar 
jumlah dana yang digunakan serta disesuaikan dengan dana yang 
tersedia. apabila rencana tersebut tidak sesuai dengan dana yang ada 
maka akan dicarikan berapa solusi, termasuk dengan mengutamakan 
kebutuhan yang paling pokok kemudian baru kebutuhan tambahan 
yang lain. Dalam menyusun RAPBM, Pesantren Modern Darul ulum 
membagi peruntukan kepada beberapa hal yaitu:(a)Gaji Honor: honor 
GTT, honor PTT, dan honor jam tambahan bagi guru, (b) kegiatan 
pokok: kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan santri, (c)biaya 
makan santri: biaya makan 3 kali tiap hari, (d) penunjang: alat tulis 
kantor, honorarium kegiatan, perjalanan dinass, rumah tangga sekolah, 
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perawatran dan kegiatan lainnya, (e) kegiatan peningkatan mutu: 
pelajaran tambahan, persiapan lomba-lomba, seminar (i) 
pengembangan fisik: penambahan sarana pendidikan, dan rehabilitas 
gedung. 
b. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah 
(RAPBM). 
Dalam mengembangkan perencanaan keuangan, pesantren Modern 
Darul ulum melihat 1 bulan awal dari rencana yang ditetapkan 
apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Jikalau memang rencana 
yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka tidak ada 
perubahan, akan tetapi apabila tidak berjalan dengan baik maka aka 
nada perubahan RAPBM baik itu di tengah semester maupun di awal 
semester melihat situasi anggaran itu sesuai atau tidak. Langkah 
pengembangan rencana pada tingkat kelompok kerja, pada tingkat 
kerja sama dengan komite sekolah, dan sosialisasi dan legalitas 
selanjutnya terjadi pada perubahan ketika rencana yang telah 
ditetapkan berjalan dengan baik. 
 
 
2.   Pelaksanaan anggaran (Inplamantation Invalues Accaunting) 
a. Penerimaan 
Sumber dana yang diperoleh oleh Pesantren Modern Darul Ulum 
Banda Aceh terdiri dari berbagai sumber, antara lain:Dari pemerintah 
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yaitu dana BOS, setiap lembaga sekolah itu berbeda dalam jumlah 
dan BOS tersebut, MA sebesar kurang lebih 360.000.000, MTS 
sebesar 250.000.000 dan SMP Islam sebesar 216.000.000. 
Kemudian dana yang bersumber dari sumbangan, baik sumbangan 
tetap maupun sumbangan tidak tetap. Kemudian juga ada dana yang 
bersumber dari koperasi yg dikelola oleh pihak pesantren. Kemudian 
dana yang berasal dari sewa toko sebesar Rp. 169.000.000. dan dana 
yang paling masuk adalah dana dari iuran bulanan setiap santri/SPP 
sebesar kurang lebih Rp.760.000.000. 
b.  Pengeluaran  
Pengeluaran dana di Pesantren Modern Darul Ulum sebagaimana 
mestinya yaitu digunakan untuk semua operasional sekolah dan 
pesantren antara lain digunakan untuk pemenuhan makan santri, 
ATK, pengembangan sekolah, honorarium guru, perencanaan 
pembelajaran, buku paket ekstra kurikuler, keagamaan, pramuka, les 
tambahan dana remedial teaching. Terkait penggunaan dan beasiswa 
yang dikhususkan untuk siswa yatim dan miskin, pihak pesantren 
langsung mengalokasi dana tersebut untuk si penerima dan tidak 
digunakan untuk operasional sekolah. 
 Berdasarkan poin-poin di atas, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa 
pengelolaan keuangan di Pesantren Modern Darul Ulum dilakukan secara 
sistematis, dimulai dari penyususnan dan pengembangan Rencana Anggaran dan 
Belanja Madrasah, penerimaaan dan pengeluaran. 
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 Penerimaan dana yang diterima oleh Pesantren Modern Darul ulum 
merupakan dana yang halal, seperti adanya koperasi, bantuan pemerintah dan juga 
sumbangan dari pihak lain. Terkait penerimaan dana ini dengan hubungannya 
dengan teori dapat diukur melalui pemahaman teori prinsip-prinsip keuangan 
syari’ah dimana di dalamnya harus meliputi: 
a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta mestinya 
memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syari’ah seperti 
perniagaan, pertanian, industri, jasa-jasa. Usaha yang dilakukan dalam 
memperoleh pemasukan dana di pesantren Modern Darul Ulum telah 
memperhatikan upaya-upaya tersebut, di mana sumber dana yang 
diperolehselama ini adalah sumber dana yang diperbolehkan dalam 
islam. 
b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan. Koperasi 
sebagai usaha yang dilakukan Pesantren bukan dan tidak termasuk 
pada sesuatu usaha yang haram, karena usaha tersebut adalah usaha 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan santri sendiri. 
c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang 
dalam agama seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan 
sebagainya. Dana yang diperoleh Pesantren modern Darul Ulum 
semuanya digunakan pada hal-hal yang tidak dilarang agama. 
 Jika dana yang diperoleh Pesantren Moderen Darul Ulum digunakan tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syari’ah yang telah disebutkan diatas, 
maka berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pesantren 
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Modern Darul Ulum tidak sesuai dengan konsep penggunaan dan dalam hukum 
Islam. Pengelolaannya juga ikut bersebrangan dengan hukum Islam dan dapat 
dikatagorikan pada pengololaan harta yang mengarah kepada keharaman.9 
 Berdasarkan temuan penelitian di atas juga diketahui bahwa pengelolaan 
dana yang diupayakan oleh Pesantren Modern Daraul Ulum untuk beasiswa yatim 
piatu dan fakir miskin langsung disalurkan kepada siswa yang bersangkutan. 
Pihak pesantren tidak menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan 
dayah. Hal ini tidak berseberangan dengan dengan konsep menjaga harta anak 
yatim dalam islam. Harta anak yatim tidak boleh dicampuradukkan dengan harta 
lain yang mengakibatkan penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang telah 
diatur dalam Islam. 
 Jika beasiswa anak yatim tidak diberikan kepada siswa yang 
bersangkutan atau digunakan untuk kepentingan umum lainnya, maka ini 
tergolong kepada perbuatan yang haram dan dilarang oleh agama, karna terdapat 
kebohongan dan penipuan baik terhadap agama maupun terhadap siswa yang 
bersangkutan. Disamping itu, perbuatan ini terkadang dapat tergolongkan kepada 
memakan harta milik orang lain dengan jalan yang bathil yang sangat dilarang 
oleh Allah, seperti memakan harta anak yatim diantara ayat-ayat yang 
menunjukkan kepada hal tersebut adalah surah an-Nisa ayat 2 yaitu: 
  ُْمَلَاَوَْمأ ٰىَماَت َيْلا اوُتآَو   ۖ  ِبِّيَّطلِبِ َثيَِبْلْا اوُل َّدَب َت َت َلََو   ۖ  ْمُكِلاَوَْمأ َٰلَِإ ُْمَلَاَوَْمأ اوُلُكَْتَ َلََو   ۖ اايرِبَك ابِوُح َناَك ُهَّنِإ 
 
Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim(yang sudah baligh) harta 
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu 
                                                             
9Muhammad Syafi’I Antonio, Bankyari’ah dari Teori ke Praktek,(Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 237  
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makan harta merekabersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu 
adalah dosa yang besar”. 
 Muhammad al-sayid tantawi menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah 
melarang menggantikan harta tersebut dengan cara mengambil harta yang baikdan 
meninggalkan harta yang tidak baik kepada anak yatim. Dan Allah 
mengharamkan memakan harta tersebut dengan mencampur adukkan harta wali 
dengan harta anak yatim. Di dalam ayat ini Allah menggunakan istilah memakan, 
dikarenakan makam adalah keperluan manusia yang paling pokok. Allah menutup 
ayat ini dengan menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. 10 
 Berdasarkan pengamatan peneliti, manajemen Pesantren Modern Darul 
Ulum Banda, terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan syariah, di 
antaranya adalah pihak Pesantren Modern Darul Ulum tidak memberikan 
beasiswa kepada santri yang berprestasi dan kepada anak yatim dan kurang 
mampu yang bersumber dari dana Pesantren Modern Darul Ulum itu sendiri 
bukan dana yang bersumber dari Pemerintah, hal itu tidak seuai dengan apa yang 
disebut bahwa di dalam harta kita itu terdapat sebagian harta orang lain. Dengan 
jumlah pemasukan yang besar, Seharusnya pesntren Modern Darul Ulum bisa 
menyediakan beasiswa kepada anak yatim atau santri yang kurang mampu yang 
dananya bersumber dari pemasukan Dayah Modern Darul Ulum itu sendiri, bukan 
dengan dana yang bersumber dari Pemerintah. 
 Kemudian hal selanjutnya adalah Pihak Pesantren Modern Darul Ulum 
tidak memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendapatkan pemasukan yang lebih 
                                                             
10Muhamad al-Sayid Tantawi, at-Tafsir al-Wasit, (Maktabah Syamilah), jilid:1, hlm 843. 
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dan halal, contohnya adalah pihak Pesantren tidak memanfaatkan toko yang sudah 
ada sebagai tempat usaha yang menguntungkan dan  bisa menyumbang 
pemasukan yang lebih kepada pihak Pesantren, akan tetapi pihak pesantren hanya 
menyewakan toko tersebut degan memperoleh pemasukan lebih sedikit. 
seharusnya pihak pihak Pesantren bisa memanfaatkan toko tersebut untuk merintis 
bebebrapa usaha, membuka usaha laundry misalnya dan beberapa usaha lain yang 
bermanfaat bagi santri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya pemasukan dari 
usaha yang dirintis tersebut, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak pesantren, 
di antaranya adalah memberikan beasiswa khusus kepada santri yang berprestasi 
dan santri yang yatim dan fakir miskin. 
 
B. Manajemen Pengawasan Keuangan Pesantren Modern Darul Ulum 
 1. Evaluasi 
 Sistem evaluasi yang dilakukan oleh Pesantren modern Darul Ulum 
adalah tiga bagian: pertama: dana BOS sebelum dilaporkan ke pemerintah, tiap 
tiga bulan sekali sekolah mengadakan evaluasi bersama komite, kepala sekolah, 
semua civtas akedemika, dan perwakilan wali murid. Kedua: dana yang berasal 
dari donator, evaluasinya 1 tahun sekali bersamaan dengan evaluasi program-
program yang telah direncanakan yang dihadiri oleh pihak terkait. Ketiga: 
bantuan siswa miskin tanpa ada evaluasi karena dana tersebut langsung dilaporkan 
sewaktu dana cair. Dan setiap tahunnya pengelolaan dana Pesantren modern Darul 
Ulum akan diperiksa oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).  
2. Pertanggung Jawaban 
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 Dana pesantren Modern Darul Ulum dipertanggungjawabkan kepada 
sumber dana, jika dana tersebut diperoleh dari pemerintah, maka akan 
dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, begitu juga jika dana berasal dari 
orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala 
kepada orang tua siswa. Dengan adanya pertanggungjawaban maka ini menjadi 
bukti bahwa Pesantren modern Darul Ulum memang benar-benar menerima dan 
menggunakan dananya sebagaimana mestinya. 
 Berdasarkan poin-poin di atas, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa 
evaluasi dan pertanggung jawaban sebagai manajemen pengawasan keuangan 
syari’ah telah dilakukan oleh pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. Adanya 
evaluasi dan pertanggungjawaban maka keuangan akan lebih baik dan dana yang 
diberikan tidak sia-sia. Dengan pengelolaan yang baik, teliti, serta transparan 
maka para penyumbang akan merasa ikhlas selalu untuk memberikan dana karena 
dana yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya. 
 Jika dana yang diberiakan oleh pemerintah tidak dievaluasi dan 
dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya diindikasikan terdapat 
kecurangan-kecurangan dan penyelewengan. Kecurangan dan penyelewengan ini 
termasuk dalam perbuatan dosa, dimana dana yang diberikan pemerintah, 
masyarak yang seharusnya digunakan pada jalan yang semestinya justru 
digunakan pada hal yang sia-sia. Hal ini termasuk dalam penggunaan harta orang 
islam yang harus digunakan untuk kepentingan bersama (pendidikan).  
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang 
“pengelolaan dan pengawasan keuangan di pesantren Moderen Darul ulum Banda 
Aceh dalam perspektif manajemen keuangan Syari’ah” maka dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Sistem pengelolaan keuangan di pesantren modern Darul Ulum dilakukan 
melalui proses yang sistematis, dimulai dari penyusunan, pengembangan 
Rencana Anggaran Pendapatan Madrasah (RAPBM), penerimaan dan 
pengeluaran dana pesantren. Penerimaan dana pesantren bersumber dari 
(1) dari pemerintahan yaitu bos dan dana fakir miskin dan anak yatim. 
Dana tersebut juga berasal dari masyarakat yaitu sumbangan, baik 
sumbangan tetap maupun sumbangan tidak tetap. Selain itu, pesantren 
memiiki koperasi yang sedang yang sedang dijalankan dengan keuntungan 
setiap tahunnya dialokasikan untuk dana pesantren. Jumah penerimaan dan 
pesantren Modern Darul Ulum setiap tahunnya adalah Rp.1.755.000.000 
pengeluaran dana digunakan untuk semua operassional pesantren antara 
lain untuk pemenuhan makan santri, ATK, pengembangan sekolah, 
honorarium guru, perencanaan pembelajaran, buku paket, ekstra kurikuler: 
keagamaan, pramuka, les tambahan dan remedial teaching. Penerimaan 
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dana beasiswa yatim, fakir miskin langsung dialokasikan kepada siswa 
yang bersangkutan. 
b. Sistem pengawasan pesantren Moderen Darul Ulum dilakukan melaui 
evauasi dan pertanggung jawaban. Evaluasi yang dilakukan dalam tiiga 
bagian: pertama:dana BOS sebelum dilaporkan ke pemerintah. 
Kedua:dana yang berasal dari donatur pelaksaanaan, evaluasinya setahun 
sekali bersamaan dengan evaluasi semua program-program yang telah 
direncanakana. Ketiga: dana penunjang BSM tanpa ada evaluasi karena 
dana tersebut langsung dilaporkan sewaktu dana dicairkan. Dana yang 
bersumber dari sumbangan masyarakat, pengawasan yang dilakukan hanya 
berupa laporan penggunaan dana tersebut pacda awal tahun mengenai 
pengembangan apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah di tahun ajaran 
baru. Dana Pesantren Modern Darul Ulum dipertanggung jawabkan 
kepada darimana sumber dana itu berasal.  
c. Pengelolaan dana Pesantren Moderen Darul Ulum sesuai dengan konsep 
dari prinsip-prinsip keuangan syari’ah, baik dari sisi penerimaan dan 
penggunaanya. penerimaan dana bersumber dari yang halal dan tidak 
bertentangan dengan hukum islam, begitu juga penggunaannya pada 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pesantren Moderen 
Darul Ulum tidak mencampuradukkan antara harta/beasiswa anak yatim 
dengan biaya lainnya, beasiswa tersebut langsung disalurkan untuk siswa 
yang berhak menerimanya. Hal ini tidak berseberangan dengan konsep 
menjaga harta anak yatim dalam islam. Pengawasan yang dilakukan 
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Pesantren Moderen Darul Ulum sangat sesuai dengan konsep evaluasi dan 
pertanggungjawaban. Hal ini menjadi bukti bahwa Pesantren Modern 
Darul Ulum benar-benar menerima dan menggunakan sebagaimana 
mestinya, tidak digunakan pada kegiatan yang sia-sia, bahkan pada 
kegiatan yang dilarang dalam agama. 
4.2. Saran-saran 
a. Kepada Dinas terkait, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan juga 
Pimpinan Pesantren Moderen Darul Ulum Banda Aceh hendaknya lebih 
intens dan teliti dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan dana. 
Karena dana tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada 
pemerintah saja, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Agama, 
penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-
prinsippenggunaan dana dalam keuangan syariah. 
b. Kepada pemerintah, pengawasan dalam penggunaan dana tidak hanya 
dilakukan untuk untuk melepaskan diri dari prosedural yang ada, tetapi 
benar-benar dilakukan dengan cermat dan bijaksana, hal ini diberlakukan 
karena untuk menghindari penyelewengan dan korupsi dalam penggunaan 
dana Negara yang merupakan suatu perbuatan kriminal. 
c. Kepada pimpinan Pesantren Moderen Darul Ulum hendaknya pertanggung 
jawabaan yang dilakukan kepada masyarakat, masyarakat perlu perlu 
mengetahui penerimaan dan penggunaan dana yang selama ini diterima, 
apalagi terdapat sumbangan dari masyarakat, hal ini perlu dilakukan untuk 
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meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang telah 
disumbangkan.  
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Daftar Wawancara Pimpinan Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh 
1. Dariman saja sumber pemasukan pesantren Darul Ulum ? 
2. Apa saja yang menjadi pos-pos pengeluaran di pesantren ini ? 
3. Bagaimana sistem pengelolaan keuangannya ? 
4. Bagaimana pengawasan keuangannya ? 
5. Bagaimana pelaksanaan pengelolaannya ? 
6. Bagaimana pelaksanaan pengawasannya ? 
7. Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan pesantren ini ? 
8. Apa saja hambatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan pesantren ini ? 
9. Bagaiman solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dan 
pengawasan keuangan selama ini ? 
Daftar Wawancara Guru SMP Islam Pesantren Modern Darul Ulum  Banda Aceh 
1. Menurut ibu bagaimana pengelolaan keuangan di pesantren ini ? 
2. Apakah penggunaan dana selama ini sudah tepat ? 
3. Menurut ibu apa saja yang menjadi kendala dalam manajemen keuangan di pesantren 
ini ? 
4. Apa solusi ibu dalam mengatasi hal tersebut ? 
5. Menurut ibu bagaimana proses tanggung jawab dalam pengeloalan keuangan di 
pesantren ini ? 
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